
 

  

 

 
 
 
 

MAHKAMAH KONSTITUSI 
REPUBLIK INDONESIA 

DAPAT SEGERA DITERBITKAN 
 

    SIARAN PERS 
 

Pemohon Uji  Ketentuan Pemberian turunan berkas perkara ke MK 
 
 

Jakarta, 13 Februari 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana 

Pengujian KUHAP, pada Kamis (13/2), pukul 13.00 WIB di ruang sidang MK. Permohonan yang 

teregistrasi dengan nomor perkara 12/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Sandhy Handika sebagai 

Pemohon I, Danang Yudha Prawira sebagai Pemohon II, dan Ibnu Fajar Rahim sebagai 

Pemohon III. Norma yang diajukan untuk diuji adalah Pasal 72 serta penjelasannya dan Pasal 

143 ayat (4) serta penjelasannya. 

 

Menurut Para Pemohon ketentuan Pasal 143 ayat (4) KUHP dan penjelasannya menyatakan 

setiap perkara yang dilimpahkan penuntut umum ke persidangan, maka pada saat yang 

bersamaan penuntut umum wajib memberikan turunan surat pelimpahan perkara, surat 

dakwaan, dan berkas perkara kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan 

penyidik untuk semua jenis perkara. Selanjutnya dalam Pasal 72 KUHAP dan lebih lanjut dalam 

penjelasan pasal tersebut pada pokoknya menyatakan adanya hak tersangka atau penasihat 

hukum untuk meminta turunan berita acara pemeriksaan tersangka pada tingkat penyidikan, 

berkas perkara dan surat dakwaan pada tingkat penuntutan, serta berkas perkara termasuk 

putusan hakim pada tingkat pemeriksaan di pengadilan. 

 

Pemohon menjelaskan apabila ketentuan Pasal 72 dan Penjelasan Pasal 72 KUHAP 

dihubungkan dengan ketentuan Pasal 143 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 143 KUHAP, maka 

terdapat antinomi antara Pasal 143 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 143 KUHAP yang 

menjelaskan adanya kewajiban bagi penuntut umum (hak positif bagi tersangka) untuk 

memberikan turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan termasuk berkas perkara 

kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang 

bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri, 

dengan Pasal 72 dan Penjelasan Pasal 72 KUHAP yang menyatakan adanya hak (hak negatif) 

tersangka atau penasihat hukum untuk meminta turunan berita acara pemeriksaan termasuk 

berkas perkara untuk kepentingan pembelaannya. Antinomi kedua pasal tersebut, 

mengakibatkan Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang berpotensi sewaktu-waktu 

menjadi tersangka atau terdakwa tidak mendapatkan kepastian hukum terhadap apakah 

pemberian berkas perkara terhadap tersangka atau terdakwa merupakan hak negatif yakni hak 

atas dasar permintaan tersangka atau terdakwa ataukah kewajiban (hak positif tersangka) bagi 

penuntut umum. 

 

Berdasar pada argumen tersebut, Pemohon menilai pasal-pasal yg diujikan bertentangan dengan 

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak memberi kepastian hukum. 
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